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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Kabupaten Jawa Barat  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851);  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846), 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang   

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5246); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 



~ 3 ~ 
 

jdih.kpu.go.id/jabar/kuningan 
 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

yang telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota 2018; 

 

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Berita 

Acara Nomor: 08/HK.05-BA/3208/KPU-

Kab/VIII/2017, tentang Penetapan Maskot dan 

Mars Pilkada dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

Kuningan Tahun 2018. 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kuningan Nomor : 25/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-

Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal 

dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 

2018; 

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan tanggal  8  September  

Tahun 2017, tentang Pedoman Teknis Tahapan 

Program dan Jadwal Peyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan 

Tahun 2018; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI MASKOT PILKADA 

KUNINGAN TAHUN 2013 MENJADI MASKOT DAN MARS 

PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN 

KUNINGAN TAHUN 2018. 

KESATU : Menetapkan Kembali Maskot dan Mars Pilkada 

Kabupaten Kuningan Tahun 2013 menjadi Maskot 

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan 

Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran I 

dan Lampiran II yang merupakan  bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan pertama 

kali dipergunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kuningan Tahun 2008, Mars Pilkada diciptakan 

oleh Sdr.Caracas dan ditetapkan kembali sebagai alat 

sosialisasi untuk menggelorakan semangat dan 

partisipasi masyarakat Kuningan dalam mensukseskan 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Kuningan Tahun 2018. 

KETIGA : Hak Cipta Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten 

Kuningan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan, sehingga Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan mempunyai hak eklusif untuk 

mengumumkan dan atau memperbanyak Maskot 

Pilkada Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018. 

KEEMPAT : Segala bentuk penggunaan serta perbanyakan Maskot 

dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan, baik untuk 

tujuan komersil maupun non-komersil harus atas izin 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan. 

  

 

 












